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ABSRAK 

Yudi Dwi Prayogo, Npm. 18.81.0198, dengan judul “ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI 

PIDANA PELAKU YANG MENYEBARKAN UNSUR SARA MELALUI MEDIA SOSIAL”. 

dibawah bimbingan Dr. Afif Khalid, S.HI., M.H,. selaku Pembimbing I dan Muthia Septarina, 

S.H., M.H selaku pembimbing II. 

Kata Kunci: Analisa Yuridis, Menyebarkan Isi Pesan Whatshap Melalui Media Elektronik,dan 

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 

Konflik permasalahan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan sarana teknologi 

informasi yaitu pencemaran  nama melalui instagram yang  Perbuatan melawan hukum tersebut 

biasa disebut dengan cybercrime 

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum yang 

menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 undang-

undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan akibat hukum pelaku yang 

menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-

Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik 

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif  yaitu metode penelitian 

kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian 

hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan hukum yang menyebarkan isi pesan 

melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang tentang informasi dan transaksi elektronik sama-sama belum mengakomodir 

tentang pengaturan siapa “orang” sebagai pelaku, dan siapa “orang” yang dapat dimaksudkan 

sebagai korban. Mengingat bahwa kedua hal ini adalah hal yang  sangat  fundamental  dalam 

menetapkan  unsur-unsur  dalam cakupan hukum pidana. Kemudian didalam ketentuan  kedua 

UU ini  belum memasukkan pula pengaturan yang jelas tentang unsur-unsur yang dimaksudkan 

di dalam hukum perdata, mengingat berkembang pesat khususnya teknologi media sosial dan 

jejaring sosial kebebasan dalam mengakses kepentingan pribadi dan akibat hukum pelaku yang 

menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik yang merupakan 

akibat atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan 

adanya suatu kelalaian. Akibat pidana mengenai kemampuan tidak ditentukan khusus dalam 

undang- undang media social ini sehingga untuk menentukan akibat dapat ditentukan 



berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang yang sakit 

ingatan (Pasal 44), orang di bawah umur ( Pasal 45), melaksanakan perintah jabatan (Pasal 

45), dan melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50). Dalam hal ini orang yang dapat dipidana 

haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang 

ingatan,serta orang tersebut telah dewasa. Undang-UndangPornografiini memiliki kekhususan 

dalam alasan penghapusan pidana,yaitu terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan 

kekhususan bagi majalah yang memuat model yangberpakaian bikini, baju renang, dan pakaian 

olahraga pantai, yang digunakansesuai dengan konteksnya. 
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